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ABSTRAK
Judul Skripsi : PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA BERKAITAN DENGAN TUJUAN PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
Nama / NPM :  Friesta Indah K /  1407350021
 

Dalam penulisan skripsi ini penyusun meneliti mengenai pelaksanaan kebijakan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika berkaitan dengan tujuan pembinaan narapidana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Setiap warga binaan apabila berkelakuan baik selalu mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Dari latar belakang tersebut maka penyusun merumuskan masalah yaitu: (1)   Bagaimana proses pemberian remisi terhadap pelaku tindak   pidana narkotika ? (2) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan hak narapidana penyalahgunaan narkotika ?
Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa proses pemberian remisi terhadap narapidana narkotika berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor  99 tahun 2012 tidak bersifat menghapuskan sama sekali hak hak narapidana untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) melainkan hanya bersifat  memperketat syarat pemberian hak- hak narapidana khususnya bagi narapidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Perbedaan syarat yang lebih ketat bagi narapidana justru sebagai perwujudan perlakuan yang sama dan adil dalam upaya pembinaan narapidana.

Dari penelitian tersebut maka penyusun menyarankan agar pembatasan remisi tersebut dipertahankan guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana luar biasa dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat secara komprehensif sehingga tujuan dari dibentuknya peraturan pemerintah tersebut dapat terlaksana dengan baik.
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